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ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan elemen penting dari
kesejahteraan yang harus diwujudkan berdasarkan prinsip nondiskriminatif,
partisipatif, dan berkelanjutan. Malpraktik sebagai suatu tindakan dalam
menjalankan suatu profesi secara tidak sesuai, Malpraktik dalam profesi kedokteran
melibatkan tiga aspek yaitu perlakuan yang tidak sesuai, dilakukan dengan
kelalaian, dan mengandung kerugian dalam hukum. Adapun tujuan penulisan
skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya malpraktik, perlindungan hukum yang didapatkan oleh
korban malpraktik, dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak
penyelenggara terhadap korban malpraktik pada kasus sunat massal di Pagar Alam,
Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya
malpraktik pada pelaksanaan sunat massal adalah kelalaian dari tenaga kesehatan
dalam menjalankan prosedur khitan. Kelalaian ini mencakup ketidakpatuhan
terhadap standar operasional prosedur yang menimbulkan risiko bagi pasien. Dalam
hal perlindungan hukum, Korban memiliki dua perlindungan hukum yaitu secara
preventif dan represif. Sementara itu, penyelesaian masalah yang dilakukan oleh
pihak penyelenggara dilakukan melalui jalur mediasi, yang menghasilkan
kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam mediasi ini, pihak penyelenggara
bersedia memberikan kompensasi serta bertanggung jawab untuk memastikan
korban mendapatkan perawatan dan pemulihan sampai kondisinya seperti semula.

Kata Kunci : Malpraktik, Perlindungan hukum, Tenaga Kesehatan
Palembang,  Mei 2025
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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan elemen penting dari
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.
Setiap upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
harus dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan
berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan
daya saing bangsa, serta mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh.
Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan kesehatan harus memperhatikan dan
mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat yang optimal dan berkelanjutan.!

Perkembangan ilmu pengetahuan selalu mempengaruhi kehidupan dengan
dampak yang beragam, baik positif maupun negatif, bergantung pada bagaimana
individu memanfaatkannya. Manfaat dari ilmu pengetahuan tidak hanya diukur dari
seberapa bermanfaat tindakan tersebut bagi penerima, tetapi juga dari apakah
tindakan itu menambah solusi atau justru memperburuk massalah yang ada. Dalam

konteks ilmu kedokteran, keragaman penyakit manusia memunculkan tantangan

! Suryani 1.S dan Fatimah S., Perlindungan Hukum Bagi Pasien Korban Malpraktik Oleh
Tenaga Medis Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.,
Gema., ISSN : 0215-3092 Tahun 2020.



tersendiri, di mana kondisi yang terjadi tidak selalu sesuai dengan harapan awal.
Keberagaman ini mendorong para dokter untuk melakukan penelitian baru dengan
tujuan menemukan solusi yang efektif bagi pasien dan mengatasi berbagai massalah
kesehatan yang muncul.

Hadirnya hukum dalam masyarakat bertujuan untuk mengintegrasikan serta
mengoordinasikan berbagai kepentingan yang berpotensi saling berbenturan.
Melalui mekanisme hukum, benturan kepentingan tersebut diupayakan untuk di
minimalisir agar tidak menimbulkan konflik yang merugikan. Proses
pengorganisasian kepentingan ini dilakukan dengan cara memberikan batasan yang
jelas serta perlindungan terhadap masing-masing kepentingan yang ada. Hukum
berperan dalam melindungi individu dengan memberikan otoritas tertentu, yang
memungkinkan individu tersebut bertindak demi melindungi kepentingannya
secara sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku.’

Seperti yang di tetapkan pada UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang
menyebutkan bahwa, tenaga kesehatan yang merupakan sekelompok orang dalam
mengabadikan diri di bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional,
pengetahuan, serta keterampilan melalui pendidikan tinggi dalam jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. >

Kasus malpraktik sebagai tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia.
Kasus malpraktik dalam bidang medis telah memicu kekhawatiran masyarakat

mengenai kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Baik balita maupun orang

2 Rahardjo S, /lmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti Tahun. 1966, him. 53.
3 Kesuma S.I. Ulasan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. JNB: Jurnal
Nusantara Berbakti., Vol. 2 No. 1 Tahun 2024, hlm 38



dewasa seringkali menjadi korban dari pelayanan yang buruk dan tidak profesional
yang diberikan oleh pihak rumah sakit dan tenaga medis. Malpraktik didefinisikan
sebagai kesalahan yang dilakukan oleh dokter akibat pelaksanaan pekerjaan medis
di bawah standar yang seharusnya. Kasus ini mencerminkan adanya masalah dalam
praktik medis yang memerlukan perhatian serius dan perbaikan untuk memastikan
kualitas pelayanan kesehatan yang optimal.*

Sebagaimana diketahui, dokter sebagai manusia biasa tidak terlepas dari
kemungkinan melakukan kesalahan dalam praktiknya, yang dalam konteks profesi
disebut sebagai malpraktik. Kesalahan profesi ini dapat menimbulkan dampak
negatif atau kerugian bagi pasien, dan sesungguhnya kasus-kasus malpraktik telah
terjadi sejak lama. Namun, reaksi dan perhatian terhadap isu ini baru mengemuka
dalam beberapa dekade terakhir. Di Indonesia, fenomena malpraktik mulai
mendapat sorotan serius sekitar tahun 1981, seiring dengan meningkatnya
kesadaran publik terhadap hak-hak pasien dan tanggung jawab profesi medis.’

Dalam konteks berbagai kasus malpraktik medis yang terjadi di Indonesia,
kelalaian medis sering kali berujung pada pemberian hukuman terhadap tenaga
medis yang terlibat. Tujuan utama dari penegakan hukuman ini adalah untuk
melakukan penegakan keadilan serta melindungi pasien dari praktik medis yang
tidak memenubhi standar profesional. Hukuman yang dijatuhkan dapat berbeda-beda
tergantung pada sejumlah faktor, diantaranya seperti tingkat kesalahan yang

dilakukan dan dampak negatif yang ditimbulkan pada pasien. Dengan demikian,

4 Suhendi A et al., Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Malpraktik Medik.
Kewarganegaraan., Vol. 6 No. 2 Tahun 2022

> Djamali RA dan Todjapermana L, Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Menangani
Pasien, Bandung : Abardin Tahun. 1988, him. 8.



sistem hukum bertindak sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa standar
pelayanan medis tetap terjaga dan bahwa tindakan tidak profesional mendapat
konsekuensi yang sesuai.

Sebagai pihak yang dirugikan akibat malpraktik, pasien berhak untuk
menuntut hak-haknya. Korban malpraktik umumnya akan mengajukan klaim untuk
mendapatkan ganti rugi atau meminta pertanggung jawaban dari dokter yang
bersangkutan.® Tuntutan ini dapat berbentuk tuntutan perdata, yaitu permintaan
ganti rugi finansial, serta tuntutan pidana, yang dapat berupa hukuman penjara bagi
pelaku malpraktik. Selain itu, korban juga dapat mengajukan tuntutan terhadap
organisasi profesi terkait, yang dapat mencakup permintaan pemberhentian
sementara, pencabutan izin praktik, atau pengeluaran dari keanggotaan organisasi
profesi tersebut.

Perlindungan hukum memegang peranan yang sangat krusial dalam
mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Perlindungan ini
merupakan salah satu langkah strategis untuk mencegah terjadinya penindasan yang
berkepanjangan terhadap perempuan. Upaya lembaga perlindungan hukum,
termasuk lembaga advokasi, dalam menciptakan penegakan hukum yang efektif
dan berkualitas sangat bergantung pada adanya berbagai faktor penunjang. Faktor-
faktor tersebut meliputi dukungan sumber daya manusia yang kompeten, kerangka

hukum yang jelas, serta mekanisme pelaporan dan pemantauan yang efisien.

6 Koto I., Asmadi E., Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga
Medis di Rumah Sakit., Volkgeist., Vol. 4 No. 2 Tahun 2021



Adanya faktor-faktor ini, diharapkan perlindungan hukum dapat dilaksanakan
dengan optimal.’

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara limitatif
mengatur mengenai definisi kemampuan bertanggung jawab. Dalam konteks
hukum pidana, penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab tidak didasarkan
pada aspek objektif, yaitu tindakan pelaku, melainkan lebih berfokus pada aspek
subjektif, yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan pelaku. Oleh karena itu, apabila
dilihat dari perspektif ini, setiap tindakan seorang dokter yang diduga melakukan
malpraktik dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, khususnya dalam ranah
hukum pidana. Hal ini menegaskan bahwa kondisi psikologis pelaku menjadi
elemen penting dalam proses penilaian tanggung jawab pidana.®

Pemberlakuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
menggantikan sejumlah peraturan sebelumnya, termasuk Undang-Undang No. 23
Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran. Selain itu, undang-undang ini juga menggantikan berbagai peraturan
lain yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pemeliharaan
dan pelayanan kesehatan. Dengan adanya peraturan baru ini, diharapkan dapat
memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban malpraktik terkait hak-

hak mereka.

7Iwan B.R et al., Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Kedokteran., Pattimura
Law Study Review., Vol. 2 No. 1 Tahun 2024
8 Poernomo B. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia. 1992 him: 145.



Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan
konsumen, pertanggungjawaban terhadap tindak pidana malpraktik saat ini menjadi
fokus perhatian utama karena ketidakjelasan dalam aturan hukumnya.’ Produk
hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini
belum secara tegas mengatur atau memberikan batasan yang jelas mengenai
malpraktik. Dalam konteks ini, peraturan yang ada belum menguraikan secara
spesifik tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai malpraktik, serta tidak
menyediakan definisi yang restriktif atau pengaturan yang rinci terkait persoalan
tersebut. Ketiadaan regulasi yang mendetail ini menciptakan ruang abu-abu dalam
penafsiran, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kebingungan dalam proses
penegakan hukum dan perlindungan hak bagi pihak yang dirugikan oleh tindakan
malpraktik. '

Malpraktik sebagai suatu tindakan dalam menjalankan suatu profesi secara
tidak benar atau keliru, yang hanya akan membentuk pertanggungjawaban hukum
jika mengakibatkan kerugian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Malpraktik dapat terjadi dalam berbagai jenis profesi, kesalahan dalam pelaksanaan
profesi dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum baik dalam ranah pidana
maupun perdata, tergantung pada sifat kerugian yang ditimbulkan. Malpraktik
dalam profesi kedokteran melibatkan tiga aspek pokok yang membentuk satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu : Perlakuan yang tidak sesuai norma

Dilakukan dengan kelalaian (culpa), dan mengandung akibat kerugian dalam

® Ibid, hlm. 4
10 Muntaha. Hukum Pidana Malpraktik : Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana,
Jakarta : Sinar Grafika. 2017 hlm: 18



hukum.!! Dari sekian banyak kasus malpraktik medis di Indonesia, kelalaian medis
memang dapat berujung pada hukuman terhadap tenaga medis yang terlibat.

Peneliti melaksanakan wawancara dengan Kepala Puskesmas di UPTD
Puskesmas Sidorejo, Pagar Alam, guna memperoleh penjelasan terkait kronologi
insiden yang terjadi pada acara khitanan massal di Puskesmas tersebut. Berdasarkan
hasil wawancara, Kepala Puskesmas menjelaskan bahwa kegiatan khitanan massal
diikuti oleh sejumlah anak dari berbagai usia yang datang bersama orang tua
mereka. Para peserta khitan diharapkan dapat menjalani prosedur dengan lancar dan
aman, sebagaimana yang diharapkan oleh pihak keluarga. Tim medis yang bertugas
pada acara tersebut terdiri dari beberapa tenaga kesehatan. Sebuah insiden tak
terduga terjadi ketika salah satu anak yang sedang menjalani proses khitan
mengalami insiden yang serius. Pada saat proses khitan berlangsung, tanpa
disengaja, bagian kepala alat kelamin (penis) anak tersebut terpotong. '?

Kejadian ini menyebabkan situasi menjadi tegang dan memicu kepanikan di
antara tenaga medis serta keluarga pasien. Orang tua korban segera meminta
pertanggungjawaban dari pihak Puskesmas atas insiden tersebut. Menanggapi hal
ini, pihak Puskesmas bertindak cepat dengan merujuk korban ke Rumah Sakit
Siloam, Palembang, untuk menjalani operasi penyambungan kembali bagian alat
kelamin yang terpotong. Di rumah sakit, tim dokter bedah segera melakukan

tindakan. Operasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian guna memastikan

1 Sartika Damopolii, Tanggung Jawab Pidana Para Medis Terhadap Tindakan Malpraktik
Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lex Crimen Vol. 6, No. 6
Tahun 2021.hlm 6

12 Mulyono, Hasil Wawancara, Kepala Puskesmas. Rumah Kepala Puskesmas, 11 September
2024.



pemulihan yang optimal serta mengurangi. Resiko komplikasi pascaoperasi.
Meskipun operasi tersebut diharapkan dapat mengembalikan fungsi organ yang
terpotong, pasien diperkirakan masih memerlukan perawatan dan pemantauan
lanjutan selama proses pemulihan. Keluarga korban sangat berharap anak mereka
dapat pulih sepenuhnya serta perbaikan prosedur untuk mencegah terulangnya
kejadian serupa di masa yang akan datang.'

Pada kasus yang telah dijabarkan tersebut, hal yang menarik perhatian disini
yaitu minimnya pengetahun bagi masyarakat setempat mengenai kasus malpraktik,
selain itu juga kasus ini terjadi akibat kelalaian yang dilakukan oleh seorang tenaga
kesehatan selama menjalankan tugas sesuai dengan profesi dan kewajibannya.
Namun kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap kasus ini membuat penulis
tertarik dalam mengkaji hal tersebut, maka dari itu dalam skripsi ini penulis
mengangkat judul : “Perlindungan Hukum Bagi Korban Malpraktik Yang
Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan (Studi Kasus : Sunat Massal Di Pagar

Alam)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, pernyataan masalah
yang akan menjadi fokus dalam kajian penulisan ini yaitu :
1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya malpraktik pada kasus Sunat

Massal di Pagar Alam?

13 Ibid him. 7



2. Bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban malpraktik pada
kasus Sunat Massal di Pagar Alam?
3. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh pihak penyelenggara terhadap
korban malpraktik pada kasus Sunat Massal di Pagar Alam?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penulisan skripsi ini
adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan
terjadinya malpraktik pada kasus Sunat Massal di Pagar Alam
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang didapatkan oleh
korban malpraktik pada kasus Sunat Massal di Pagar Alam
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian yang dilakukan oleh pihak
penyelenggara terhadap korban malpraktik pada kasus Sunat Massal di Pagar

Alam

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini
baik secara teoritis ataupun praktik adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta menambah pemahaman dan
pengetahuan yang komprehensif pada masyarakat mengenai mekanisme

perlindungan hukum yang diterapkan bagi korban malpraktik.
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2. Manfaat Praktik
a. Bagi Tenaga Kesehatan
Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tenaga
kesehatan di puskesmas mengenai kewajiban hukum dan etika mereka. Hal
ini dapat membantu dalam mencegah terjadinya malpraktik dan

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

b. Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Fasilitas Kesehatan
Sebagai acuan penting bagi Puskesmas dalam upaya memahami dan
menangani berbagai kasus malpraktik yang mungkin terjadi di lingkungan
pelayanan kesehatan. Dengan adanya panduan yang jelas, Puskesmas
diharapkan mampu mengambil langkah-langkah hukum yang tepat guna
melindungi hak-hak pasien yang terdampak. Selain itu, penelitian ini juga
diharapkan mendorong Puskesmas untuk lebih proaktif dalam meningkatkan
kualitas layanan kesehatan. Melalui pemahaman mendalam terkait resiko
hukum yang berpotensi timbul dari tindakan malpraktik, Puskesmas dapat
memperbaiki kualitas prosedur medis, seperti pelaksanaan sunat massal,
dengan memastikan kepatuhan terhadap standar operasional yang berlaku.
Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya malpraktik sekaligus

meningkatkan perlindungan terhadap pasien.
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c. Bagi Masyarakat
Sebagai referensi informasi bagi masyarakat mengenai hak-hak yang dimiliki
jika mereka menjadi korban malpraktik, penelitian ini bertujuan untuk memberikan
edukasi yang efektif. Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat dapat lebih
memahami tindakan yang perlu diambil dan langkah-langkah yang tersedia untuk

memperoleh perlindungan jika mengalami malpraktik.

d. Bagi Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan

Sebagai referensi bagi Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan dalam
memberi kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi masyarakat, pada korban
malpraktik. Selain itu, penelitian ini dapat mendukung upaya Kementerian
Kesehatan dan Dinas Kesehatan dalam memperkuat pengawasan terhadap layanan
kesehatan serta menjamin adanya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap
tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik. Hal ini juga berpotensi
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di daerah yang aman dan sesuai dengan

standar yang berlaku.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan permassalahan skripsi sebagaimana tersebut diatas,
maka ruang lingkup kajian dan pembahasan penelitian ini hanya terbatas pada
apasaja hak-hak yang dimiliki oleh korban malpraktik dan mekanisme hukum yang
dapat ditempuh untuk menuntut keadilan dan ganti rugi, serta menyelidiki prosedur

hukum yang harus diikuti oleh korban malpraktik dalam upaya memperoleh
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perlindungan dan keadilan, termasuk proses pengajuan gugatan perdata dan

tuntutan pidana.

F. Kerangka Teori
1. Teori Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjamin hak-
hak individu melalui mekanisme yang diatur oleh hukum atau berdasarkan
ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban
serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi setiap pihak yang terlibat,
baik sebagai subjek maupun objek hukum. Dengan demikian, hukum berfungsi
sebagai alat yang tidak hanya mengatur interaksi sosial tetapi juga memberikan
perlindungan terhadap hak dasar setiap warga negara agar tercipta ketentraman
dalam masyarakat.'*
Perlindungan menurut kebahasaan memiliki kesamaan unsur, seperti :'
a. Unsur subjek yang dilindungi
b. Unsur perbuatan untuk melindungi
c. Unsur proses perlindungan
Perlindungan dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan guna memberikan
usaha atau tindakan kepada subjek-subjek dengan cara proses tertentu.

Teori perlindungan hukum dalam kasus malpraktik berfokus pada upaya

memberikan jaminan atas hak-hak pasien dan memastikan keadilan dalam

14 Nurdin M. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktik Kedokteran.,
Samudera Keadilan., Vol. 10 No. 1 Tahun 2021, hlm 56.

15 Soedjono Didjosisworo,Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, Tahun
2008, hlm 25.
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menghadapi kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis. Para ahli
hukum memiliki pandangan yang beragam terkait konsep perlindungan hukum ini,
terutama dalam ranah malpraktik medis.

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk
utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum
sebelum peristiwa tersebut terjadi. Dalam konteks malpraktik medis, bentuk
perlindungan ini dapat diwujudkan melalui penerapan aturan dan regulasi yang
ketat terkait standar profesi kedokteran, termasuk etika medis dan prosedur
penanganan pasien yang tepat. Sementara itu, perlindungan hukum represif
berfungsi memberikan perlindungan setelah terjadi pelanggaran hukum, misalnya
ketika pasien mengajukan pengaduan terkait tindakan medis yang dianggap tidak
sesuai dengan standar yang berlaku. Perlindungan represif ini meliputi hak pasien
untuk menuntut secara hukum dan memperoleh kompensasi atas kerugian yang
dialami akibat tindakan medis tersebut.'®

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum memiliki peran penting dalam
memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai tindakan yang dapat
merugikan. Dalam konteks malpraktik medis, hal ini berarti perlunya mekanisme
hukum yang tegas dan jelas untuk mengatur tanggung jawab tenaga medis jika
terjadi kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan hukum

ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pasien yang menjadi

16 Azhar M dan Handayani U. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Layanan
Kesehatan Berbasis Telemedicine. Law, Development & Justice Review., Vol. 6 No 1 Tahun 2023,
hlm 73
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korban, tetapi juga untuk melindungi hak-hak mereka sebagai penerima layanan
kesehatan. !’

Soerjono Soekanto menekankan pentingnya keterkaitan antara norma hukum,
sosial, dan moral dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif.
Dalam kasus malpraktik, tidak hanya perlindungan berdasarkan hukum formal yang
diperlukan, tetapi juga harus ada perhatian khusus terhadap norma-norma etika
profesi medis serta tanggung jawab moral para tenaga medis. Hal ini penting untuk
menjaga kepercayaan yang terjalin antara dokter dan pasien, karena kepercayaan
tersebut merupakan elemen krusial dalam hubungan profesional di bidang
kesehatan. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan harus mencakup
aspek legalitas, etika, dan moral guna memastikan keadilan serta menjaga integritas
profesi medis.'®

Setiono berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan perbuatan yang
memberikan perlindungan bagi Masyarakat dari penyelewengan pemerintah yang
tidak menaati hukum, demi menciptakan ketentraman dan keseimbangan bagi
Masyarakat sehingga dapat merasakan harkat dan martabatnya sebagai individu.'’

Salmond berpendapat bahwa perlindungan hukum berfungsi untuk
mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat,
sehingga kepentingan individu dapat terlindungi dengan seimbang. Kepentingan

hukum ini mencakup hak-hak individu yang menjadi prioritas, yang mana hukum

7 Ibid, hlm. 10

18 Ibid hlm. 4

19 Setiono,Rule of Law (Supremasi hukum), Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Tahun 2004, him 3
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memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengkoordinasikan berbagai
kepentingan tersebut.?

Menurut Ishaq, penegakan hukum terdiri dari empat unsur yang saling terkait,
yang berfungsi untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam Masyarakat, keempat
unsur tersebut diantaranya yaitu:?!

a. Kepastian Hukum (Rechtssicherkeit);

b. Kemanfaatan Hukum (Zeweckmassigkeit);
c. Keadilan Hukum (Gerechtigkeit); dan

d. Jaminan Hukum (Doelmatigkeit).

Hukum berfungsi sebagai alat perlindungan bagi kepentingan individu,
sehingga setiap orang dapat merasa aman dan terlindungi dalam kehidupannya.
Pelaksanaan hukum yang efektif diharapkan dapat menciptakan kondisi yang aman,
damai, dan tertib, serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Dari pendapat beberapa ahli tersebut memberi gambaran bahwa perlindungan
hukum dalam kasus malpraktik berfokus pada menciptakan keseimbangan antara
hak dan kewajiban tenaga medis dan pasien. Ini mencakup perlindungan preventif
melalui regulasi dan standar, serta perlindungan represif melalui upaya hukum jika

terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pasien.

20 Raharjo S, Ilmu Hukum, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Tahun 2000, him 53
2! Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2009, him. 43
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2. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Teori Conditio Sine Qua Non yang dikemukakan oleh Von Buri pada tahun
1869 menyatakan bahwa suatu peristiwa dianggap sebagai sebab dari suatu akibat
jika tanpa adanya peristiwa tersebut, akibat yang dimaksud tidak akan terjadi.
Dengan kata lain, teori ini mengakui adanya banyak sebab yang berkontribusi
terhadap terjadinya suatu akibat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut juga
dengan teori ekuivalensi atau teori syarat, karena semua faktor yang mempengaruhi
timbulnya suatu akibat dianggap memiliki nilai yang sama pentingnya. Dalam
konteks teori ini, tidak ada pembedaan antara faktor yang bersifat sebagai syarat
atau faktor penyebab, karena setiap syarat, baik yang bersifat positif maupun
negatif, dipandang sebagai penyebab yang setara. Jika salah satu syarat tidak
terpenuhi, maka akibatnya pun akan berbeda.?

Penerapan teori Conditio Sine Qua Non dalam kasus malpraktik bertujuan
menentukan apakah tindakan atau kelalaian tenaga medis, seperti kesalahan
diagnosis atau pengobatan, menjadi penyebab utama kerugian pasien. Jika tanpa
tindakan tersebut kerugian tidak terjadi, maka tindakan itu dianggap sebagai
penyebab utama, dan dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum. Teori ini juga sering dianggap terlalu luas dalam konteks malpraktik, karena
dalam banyak kasus, terdapat banyak faktor yang berkontribusi terhadap akibat

yang terjadi.

22 Lienarto L. Penerapan Asas Conditio Sine Qua Non dalam Tindak Pidana di Indonesia.,
Lex Crimen., Vol. 5 No. 6 Tahun 2022
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Teori Adequate Veroorzaking dari Von Kries menjelaskan tentang, seseorang
hanya bertanggung jawab atas kerugian yang secara layak dapat diprediksi sebagai
akibat dari perbuatan melawan hukum. Hubungan kausal dianggap ada jika
kerugian yang terjadi sesuai dengan aturan pengalaman dan dapat diharapkan
sebagai akibat wajar dari tindakan tersebut. Teori ini mensyaratkan bahwa perilaku
harus dianggap "patut" menimbulkan suatu “akibat”, sehingga ada keseimbangan
antara tindakan dan akibat yang muncul. Dengan demikian, teori Adequate
Veroorzaking menekankan pada kemampuan untuk menduga munculnya kerugian
sebagai unsur penting dalam hubungan kausal. Jika akibat ataupun kerugian
tersebut tidak dapat diprediksi sebelumnya, maka tindakan pelaku tidak dianggap
sebagai penyebab langsung serta tidak dapat dijadikan dasar tuntutan ganti rugi.”

Dalam kasus malpraktik, teori Adequate Veroorzaking digunakan untuk
menilai apakah tindakan atau kelalaian tenaga medis dapat secara wajar
diperkirakan sebagai penyebab kerugian yang dialami pasien. Berdasarkan teori ini,
tenaga medis hanya bertanggung jawab jika kerugian yang terjadi adalah akibat
yang dapat diprediksi secara layak, sesuai dengan standar pengetahuan dan
pengalaman medis yang berlaku. Teori ini membantu menentukan apakah
malpraktik tersebut dapat diperkirakan menimbulkan kerugian, sehingga dapat

dijadikan dasar untuk tuntutan ganti rugi atau pertanggungjawaban hukum.

23 Widiyastuti SM. Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama)., Yogyakarta
: Cahaya Atma Pustaka. Tahun 2020 hlm. 60
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3. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa dalam konteks malpraktik medis bertujuan untuk
mengatasi konflik yang muncul antara pasien dan tenaga medis akibat tindakan
malpraktik. Proses ini penting untuk memastikan keadilan bagi pasien yang merasa
dirugikan serta untuk memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.
Beberapa ahli hukum telah menyampaikan pandangan mereka mengenai berbagai
mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa ini, dengan
mempertimbangkan aspek hukum, etika, dan kepentingan masing-masing pihak.
Diskusi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa ini tidak hanya berfokus pada
aspek formal hukum, tetapi juga menekankan pentingnya pendekatan yang
berorientasi pada pemulihan hubungan dan penyelesaian yang adil, sehingga dapat
menciptakan lingkungan yang lebih baik dalam praktik medis.

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan lima teori terkait
penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk
dalam situasi malpraktik medis. Teori pertama adalah berbanding (contending), di
mana satu pihak menerapkan solusi yang lebih menguntungkan bagi dirinya sendiri
tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak lainnya. Teori kedua, mengalah
(yielding), mengacu pada penurunan aspirasi individu dan kesediaan untuk
menerima hasil yang tidak sepenuhnya memuaskan. 2*

Teori ketiga adalah pemecahan masalah (problem solving), menekankan
pencarian alternatif penyelesaian yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan

kedua belah pihak secara bersamaan. Teori keempat, menarik diri (withdrawing),

24 Dean G Pruitt & Z. Rubin, Konflik Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
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melibatkan keputusan untuk meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik
maupun psikologis. Terakhir, teori diam (inaction) menunjukkan ketidakaktifan, di
mana pihak yang terlibat memilih untuk tidak mengambil tindakan apapun dalam
menghadapi sengketa. Pemahaman terhadap kelima teori ini penting dalam
menyusun strategi penyelesaian sengketa yang efektif dan adil.?®

Philipus M. Hadjon menjelaskan metode penyelesaian sengketa ke dalam dua
kategori utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi melibatkan proses
hukum formal di pengadilan, di mana sengketa diselesaikan oleh seorang hakim
yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. penyelesaian non-litigasi
mencakup berbagai metode alternatif, seperti mediasi, arbitrasi, dan negosiasi, yang
memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan konflik tanpa
melalui proses pengadilan. Metode ini dapat mempercepat proses penyelesaian
sengketa serta mengurangi biaya yang dikeluarkan dan ketegangan antara pihak
yang terlibat. Penggunaan jalur non-litigasi dalam kasus malpraktik tidak hanya
memberikan solusi yang cepat, tetapi juga membantu mempertahankan hubungan

baik tenaga medis dan pasien.?¢

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dimana
hukum empiris merupakan suatu penelitian yang berfokus pada pengkajian dan

proses analisis terhadap proses implementasi hukum yang terjadi pada masyarakat.

3 Ibid hlm. 15
26 Benhard F. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Malpraktik Menurut Uu
No. 36 Tahun 2009., Lex Administratum.,Vol. 5 No. 1 Tahun 2017
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Penelitian ini menggunakan fakta empiris dari kegiatan manusia, baik pengambilan

data secara langsung ataupun wawancara. %’

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) pada penelitian ini
digunakan untuk memecahkan isu-isu berdasarkan hukum dengan mengkaji
peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukumnya.?®

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) pada penelitian ini digunakan untuk
melakukan suatu pendekatan yang diperoleh dengan melakukan proses
wawancara kepada pihak yang terkait pada permassalahan hukum yag
sedang diteliti, hasil wawancara merupakan data primer.?’

c. Pendekatan sosiologi hukum memiliki peran yang sangat signifikan dan
strategis dalam memahami hukum di tengah masyarakat. Perspektif yang
digunakan dalam pendekatan ini berfokus pada realitas sosial yang ada,
bukan semata-mata pada teks undang-undang. Dalam hal ini, hukum dilihat
dan dianalisis berdasarkan bagaimana ia berfungsi dan diterapkan dalam
kehidupan masyarakat sehari-hari, bukan hanya dari segi normatif atau
aturan tertulis. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi hukum bersifat
empiris, yakni berlandaskan pada data dan fakta yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini didasarkan pada realitas empiris di masyarakat, berbeda

27 Mukti F dan Yulianto A, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar;
Yogyakarta, 2010, hlm. 280

2 Solikin N. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan : Penerbit Qiara
Media,Tahun 2021, hlm. 89

2 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,

Jakarta : Kencana, Tahun 2016, hlm.145
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dengan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan

perundang-undangan.°

3. Sumber Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer, adapun bahan hukum primer tersebut ialah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen;

3. Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang
Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam

Medis.

b. Bahan Hukum Sekunder
1. Buku-Buku Hukum: Buku yang membahas hukum kesehatan,
malpraktik, dan perlindungan hukum, yang dapat memberikan

pemahaman mendalam dan panduan terkait topik penelitian.

30 Umar Sholahudin., Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria.,
Dimensi., Vol. 10 No. 2 Tahun. 2020
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2. Jurnal dan Artikel Hukum: Publikasi akademik yang mengkaji kasus-
kasus malpraktik, teori perlindungan hukum, dan evaluasi sistem

hukum terkait malpraktik di bidang kesehatan.

3. Pendapat Ahli: Opini dari pakar hukum kesehatan dan tenaga medis
yang dapat memberikan perspektif tambahan mengenai isu malpraktik
dan perlindungan hukumnya.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier, sering disebut sebagai bahan hukum acuan
atau rujukan, berfungsi untuk memberikan panduan dan referensi terkait
bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini membantu dalam
memahami konteks dan aplikasi dari norma-norma hukum yang lebih
mendasar dengan menyediakan informasi tambahan dan referensi yang

relevan.

4. Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian ini dilakukan di UPTD Puskesmas Pagar Alam, yang
beralamat di JI. Serma marzuki no 1 Sidorejo, Kecamatan. Pagar Alam Selatan,

Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan 31581.

5. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan langkah esensial dalam penelitian yang

berfungsi untuk membantu peneliti dalam memahami berbagai aspek yang
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berkaitan dengan objek penelitian serta memecahkan permassalahan yang muncul.
31 Pada penelitian ini teknik pengumpulan data melalui :
a. Studi Lapangan
Pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara melakukan observasi
langsung ke Lokasi penelitian serta melakukan wawancara kepada

beberapa Masyarakat dan korban dalam massalah ini.

b. Studi Kepustakaan
Pengumpulan data pada penelitian ini, seperti peraturan perundang-

undangan, buku, jurnal ilmiah, makalah, serta bahan hukum lainnya.

6. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini sebagai sumber yang
digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Populasi

Populasi merupakan suatu gabungan dari subjek pada suatu oenelitian yang
menjadi bagian penting dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini proses
pengambilan populasi yaitu memilih orang yang terlibat langsung dalam kasus
Malpraktik, diantaranya yaitu masyarakat serta Kepala Puskesmas berlokasi di

UPTD Puskesmas Sidorejo, Pagar Alam.

31 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods).
Bandung: Alfabeta Tahun 2013.
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b. Sampel
Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling,yang
terdiri dari beberapa responden diantaranya adalah Kepala UPTD Puskesmas
Sidorejo Pagar Alam, Kepala Desa, Korban dan tenaga kesehatan yang melakukan
Tindakan. Purposive sampling menurut Sugiyono adalah pengambilan sampel
sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang dianggap terlibat

langsung dalam kasus yang dialami.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian skripsi ini akan menganalisis data primer yang telah dikumpulkan
dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih
karena sesuai dengan karakteristik populasi dan sampel yang diteliti, serta
memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti.*?
Kumpulan bahan yang telah diteliti tersebut di mana data yang diperoleh akan
dijabarkan dan dibahas secara mendalam dalam bentuk uraian kalimat. Penjabaran
ini akan didasarkan pada prinsip, serta norma-norma, yang relevan dengan topik
penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami makna dari data yang

dikumpulkan secara lebih komprehensif.>?

8. Teknik Penarikan Kesimpulan
Dalam penelitian skripsi ini, metode penarikan kesimpulan yang diterapkan

adalah pendekatan induktif. Pendekatan induktif merupakan suatu metode atau

32 Abdul K.M, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.127
33 Febrianty S dan Sulistyaningrum HP. Industri Asuransi Jiwa Digital Dalam Perspektif
Hukum Positif Indonesia. Sriwijaya Journal Of Private Law., Vol. 1 No. 1 Tahun 2024, hlm 135
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strategi dalam proses berpikir, penelitian, atau pembelajaran yang dimulai dengan
pengumpulan data atau pengamatan spesifik. Dari data tersebut, peneliti kemudian
mengembangkan pemahaman yang lebih luas dan konsep-konsep umum secara

3* Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk

bertahap.
menyusun kesimpulan yang berbasis pada data konkret yang diperoleh, sebelum

akhirnya mencapai generalisasi atau teori yang lebih umum.

3% Bambang S, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Jakartam Raja Grafindo Persada,
Tahun 2002, hlm.10
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